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Nomor SOP

SOP/AP/51

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Tanggal Pembuatan

01 Maret 2018

JI. Raya Muara Labuh- Padang Aro KM 12, Ampalu

Tanggal Revisi

31 Desember 2021

Kecamatan Pauh Duo

Tanggal Efektif

03 Januari 2022

web: pa-muaralabuh.go.id

SOP PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan 1. Memahami Proses Pengajuan
Agama yang sudah di ubahmenjadi Undang-undang Nomor 3 PerkaraKasasi
Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang 2. Memiliki kemampuan dalam
Nomor 50 Tahun 2009 Pengajuan PerkaraKasasi
2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan
3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/1/1991 Pengendalian Administrasi
tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama | 4. Menguasai aplikasi SIPP
4. Keputusan Mahkamah Agung nhomor KMA/032/SK/IV/2006 5. Memahami hukum formil yang
tentang pemberlakuan buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan berkaitan dengan Pengajuan Upaya
Administrasi Peradilan Agama Hukum
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA 6. Memahami sistem pembukuan
NO.026/KMA/SK/11/2012 tentang standar pelayanan peradilan keuangan perkara
6. Buku Il, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 7. Mampu berkoordinasi dengan semua
Peradilan Agama pihak terkait
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada di Bawahnya
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat
Tulis Kantor
3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Penerimaan Perkara Kasasi adalah penerimaan pengajuan upaya | 1. Checklist Persyaratan
hukum yang dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung 2. Lembar kendali permohonan Perkara
2. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah Kasasi
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan 3. Surat Kuasa Untuk Membayar
3. Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (voluntair) dapat (SKUM)
diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah diucapkan atau 4. Buku Register Induk Perkara
diberitahukan kepada pemohon 5. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3)
4. Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya
(keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan jika
hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari
kerja berikutnya
5. Berkas terregistrasi pada Register PermohonanKasasidan di
entry pada aplikasi SIPP
6. Permohonan kasasi yang telah terdaftar dalam waktu 7 hari kerja
harus telah diberitahukan kepada pihak lawan
7. Memori kasasi selambatnya 14 hari sesudah permohonan kasasi
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

terdaftar harus diterima pada kepaniteraan pengadilan agama/
mahkamah syar’iyah. Jika belum diterima, maka diangap tidak
menyerahkan memori kasasi

Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori
kasasi dalam waktu selambatnya 7 hari salinan memori kasasi
harus diberitahukan kepada pihak lawan

Setelah memori kasai diberitahukan kepada pihak lawan, kontra
memori kasasi selambatya 14 hari sudah harus disampaikan
kepada kepaniteraan pengadilan agama / mahkamah syar’iyah
untuk di beritahukan kepada pihak lawan, apabila
tidakadamakadianggaptidakmeyerahkankontramemorikasasi
Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas
perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah
dikirim ke Mahkamah Agung

Syarat formal permohonan kasasi adalah tenggat waktu
permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara
kasasi dan memori kasasi

Kode “TMS” (tidak memenuhi syarat formal)

Jika keluar Surat penetapan yang menyatakan bahwa
permohonan kasasi tidak dapat diterima maka putusan yang
dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan
tterhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hokum
jika menggunakan kuasa hukum, harus ada surat kuasa khusus
dilampiri copy berita acara sumpah advokat dan copy kartu
advokat)

Pemberitahuan permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kerja
harus telah di beritahukan kepada pihak lawan

Hal :3/6




SOP PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pmh/ Para Ptgs
Pihak Meja |

Kasir

Ptgas
Meja 111

Panitera

Panitera
Penggti

S/
JSP

Ketua
Mijelis

Ketua

Keleng
kapan

Waktu

Output

Ket

Pemohon Kasasi
mengajukan
berkas
permohonan
perkara kasasi di
lengkapi
persyaratan yang
dibutuhkan

)

Berkas
Permo
honan

1 menit

Petugas Meja 1
memeriksa
kelengkapan dan
kesesuaian berkas
perkara kasasi
yang diajukan

ya

v

Berkas
Permo
honan

5 menit

Chec
klis

persy
arata

Jika Persyaratan
pengajuan Kasasi
lengkap dan
memenuhi Syarat
makan
Permohonan akan
di lakukan namun
jika persyaratan
tidak lengkap
maka permohonan
akan
dikembalikan
kepada Pemohon
Kasasi untuk
melengkapi
Persyaratan

Tidgk

Chec
klis

persy
arata

Membuat Skum
Nihil dan
Menyerahkan
Kepada Pemohon
Kasasi

Berkas
Permo
honan

Menit

SKU

Mencatat biaya
perkara nihil
dalam buku jurnal
perkara kasasi

i

SKUM

Menit

Membubuhkan
nomor perkara
pada SKUM
sesuai homor
perkara yang
dimohonkan
kasasi

L
L]

Berkas
Permo
honan

Menit

Regis
ter

Menyerahkan
kembali surat
permohonan
kasasi beserta asli
SKUM kepada
pemohon kasasi.

Berkas
Permo
honan

Menit

SKU

dan
ber
kas

Menerima surat
permohonan

Berkas
Permoh
onan

1 Menit
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kasasi dan asli
SKUM dari
pemohon kasasi

8 | Menyerahkan Eerkash 1 Menit
ermo
berkas onan
permohonan
kasasi kepada
Meja 111
Menyerahkan _
I
Berkas 3 Menit
9 berkas Permoh
permohonan onandan
kasasi SKUM
kepada Ketua
melalui Panitera
dengan disertai
blanko PMH, PHS
dan Penunjukan
PP.
10 | Membuat PMH Berkas 3Menit | Penun
Permoh jukka
onanApl n
ikasi Majel
SIPP is
Haki
] A
11 | Menyerahkan Eeerr;%sh 2 Menit F:Je;kuan
berkas o !
permohonan Panite
prodeo kasasi ra
. Pengg
kepada panitera anti
12 | Menunjuk Berkas | 3 Menit
. . Permoh
panitera pengganti oran
13 | Menyerahkan E:msh 2 Menit
berkas oram
permohonan
prodeo kasasi
kepada Ketua
Majelis
14 | Membuat PHS Seerrmsh 3 Menit i]adwa
permOhonan . onan Sidan
prodeo kasasi g
15 | MenunjukJurusita/d Berkas | 2 Menit | Instru
SP untuk melakukan Permoh men
. onan Pema
pemanggilan kepada nggila
para pihak n
16 | Melakukan Lr:]s;;:]m 1 Hari E:rl]aas"
pgmanggilan para ilan . an %
pihak untuk hadir
dalam persidangan
insidentil
17 | Melakukan Berkas | 3Jam
. Permoh
persidangan onan
insidentil
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18

Membuat BAP
pemeriksaan
permohonan
prodeo kasasi dan
menanda
tanganinya
bersama Ketua
Majelis

Aplikasi
SIPP

3Jam

19

MenyerahkanBAP
pemeriksaan
permohonanprode
0 kasasi kepada
Meja 11

i

Berkas
Permoh
onan

3 Menit

20

Membundel
berkas
permohonan
prodeo kasasi

Berkas
Permoh
onan

20
Menit

21

Memasukan
BAP
permohonan
prodeo kasasi
kedalam bundel
B

Berkas
Permoh
onan

10
Menit

22

Mengirimkan
bundel A dan B
ke Mahkamah
Agung RI

Berkas
Permoh
onan

10
Menit

23

PelayananSelesai

[
-

Waktu yang diperlukan : 1 hari 253 menit
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